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GUBERNUR LAMPUNG,

baliwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan telah dievaluasi sesual denvan ketentuan Pasal
189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
[2 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

balnwa sehubungan dengan huruf” a  tersebut di atas.  perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Mesuji tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan:

Undang-Undang Nomor [4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |
Lampung:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kahi diubah terakhir dengan Undang-Lindang Nomor

12 Tahun 2008:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Daerah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagion Urusan
Pemerintahan  antara  Pemerintah.  Pemerintahan  Daerah  Provinst  dan
Pemerintahan Decerah Kabupatens Nota:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Scbagar \Wakil
Pemerintah di Wilusah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daeralt dan Peraturan Kepala Daerah:

Surat Menteri Keuargan Nomor @ S-847/NK.7/2011 tangeal 18 November 2011 hal

Hasil Fvaluasi Raperda Kabupaten Mesuji tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan.
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Menteri Dalam Negeri di Jakarta:

Menteri Keuangan di Jakarta:

Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

Kepala Badan Pemeriksa Feuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung:
Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji.

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan int yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Mesuji dan DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan

penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil

evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah. dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan udak sesuai dengan hasil
evaluasi. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada

Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagairnana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

SJACHRQEDLX Z.P.
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HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 ‘ 3 o o 4 o ] 5 ]
1 Konsideran - Disempurnakan dengan
Menimbang menghilangkan huruf ¢
2 Dasar hukum 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | Disempurnakan dengan
Mengingat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan | adanya perubahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
] Nomor 4381);, Nomor 5234); - o ]
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang | 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang | Disempurnakan dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik | adanya perubahan
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
I Indonesia Nomor 4844), o N
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang | 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 | Disempurnakan dengan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 r\o'nﬂr 90, Tambzehan lLembaran Negara
~ Republik Indonesia Nonior 5145);

adanya perubahan




17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tgnitiaﬁrgi

Pembagian Urusan Pemerintahn antara Pemerintah. !

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lebaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4737); ) ) S
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

18.

N

Disempurnakan

Disempurnakan  dengan |

adanya perubahan

Angka 19 dihilangkan

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

| Pada ketentuan )méir@ h@?

ditambah 2 (dua) angka
yang mengatur PP No. 91
Tahun 2010 dan PMK No.
147/PMK.Q7/2010.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010
tentang

Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang
Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 414).

3 | Diktum Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABURATEN | Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG | Disempurnakan )
Menetapkan MESUH-TENTANG BEA PEROLEHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
B i HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. TANAH DAN BANGUNAN. ]
4 Dasar pengenaan, BAB iii BAB 1l Judul bab disempurnakan
tarif, dan cara DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA
| penghitungan pajak B PENGHITUNGAN PENGHITUNGAN PAJAK B
Pasal 6 Pasal 6 Ditambah 1 (satu) ayat
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara | (1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan | yang mengatur

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksnd
dalam Pasal 4 ayat (4) atau ayat (5)

A\~

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
setelah dikurangi Nilai Pernlehan Ohjek Pajak Tidak
Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (7) atau ayat (8).

perhitungan besaran pokok
BPHTB yang tidak
diketahui NPOP atau lebih
rendah  dari NJOP  yang
digunakan dalam
pengenaan Pajak Bumi

| dan Bangunan.




(2) Dalam hal Nilai Perolehan Pajak sebagaimana |

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a s.d huruf n
tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP
yang digunakan dalam pengenaan PBB pada
tingkat terjadinya perolehan. maka besaran pokok
BPHTB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagamana dimaksud dalam
Pasal 5 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOP
tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8)

5 Penetapan BAB VI BAB VII
PENETAPAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN disempurnakan
PENELITIAN Pasal 12
Pasal 12

Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.
Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
merupakan SPTPD.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan
penelitian.

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang
terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 13
Pembayaran pajak yang terutang harus diiakukan
sekaligus atau lunas.

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas
Daerah, Bendahara Penerima Dispenda dan atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Ketentuan iebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran,
tata cara pembayaran dan penyempaian SSPD serta
penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (2) dan ayat 94) ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

Pasal 13
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB
dan/atau SKPDKBT.
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi dengan jelas, benar, lengkap dan
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya
serta disampaikan kepada dinas yang berwenang
selambat-lambatnya setelah berakhimya
masa pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menghitung membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.




BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 14
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
paling lama 30 (tiga puluh) harn kerja setelah saat
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi  persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

Penambahan bab dan
pasal baru yang mengatur
tata cara pembayaran dan
penagihan, urutan bab dan
pasal lain menyesuaikan

Pasal 15

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD,
SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.




| Pasal 14

' (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain. pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

2) jka SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala
Daerah dalam jangka waktu tertentu dan
setelah  ditegur  secara  tertulis  tidak
disampaikan pada wakiunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap vyang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari  pajak  yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

(1)

Pasal 16

Dalam jangka waktu 5 (lma) tahun sesudah saat

terutangnya  pajak, Kepala Daerah  dapat

menerbitkan:

a SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar:;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada
Kepala Daerah dalam jangka waktu terentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana
ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

5
Pasal 14 disen?burr?éikain
dan diubah menjadi Pasal
16




(4)

()

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) udak
dikenakan jika Wajb Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan

Jumlah  pajak yang terutang dalam  SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3)
dikenakan sanksi administratif berupa kenatkan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dhitung darn pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
{dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.

6

Pasal .....

(1)
(2)

Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB lebih lanjut

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan;

b prosedur pembayaran BPHTB,;

c. prosedur penelitian SSPD;

d. prosedur pendafatran Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan;

e. prosedur pelaporan BPHTB;

f  prosedur penagihan; dan

g. prosedur pengurangan.

1. Ditambah 1 (satu) pasal
yang mengatur
penetapan Peraturan
Bupati mengenai sistem
dan prosedur
pemungutan BPHTB.

2. Urutan dan penunjukan

pasal selanjutnya agar
disesuaikan .

Pasai i5

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:

a.

b.

C.

pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung;

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk

paling

lama 15 (lima belas) bulan sejak saat

terutangnya pajak
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif

(1)

(2)

Pasai 17

Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

b. dari hasil  penelitan  SPTPD  terdapat
kekurangan pembayaran sebagai akibat salah
tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi
berupa bunga dan/atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak

saat terutangnya pajak

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh

tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif

administratif

Pasal 15 disempurnakan
dan diubah menjadi Pasal
17




berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan
ditagih melalui STPD.

BAB VI
PENAGIHAN
Pasal 16
(1) SPPT. SKPD. SKPDKB, SKPDKBT. STPD,
Surat  Keputusan  Pembetuian, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan
casar penagihan pajak dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal diterbitkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

dan ditagih melalus STPD
Pasal 18
Bupati menentukan  tanggal  jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
paling lama 30 (tiga puluh) han kerja setelah saat
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

Pasal 16 disempurnakan
dan diubah menjadi Pasal

18, dengan adanya
perubahan pasal. maka
pasal selanjutnya

menyesuaikan

pembayaran, penyetoran, tempat diterbitkan.

pembayaran, angsuran, dan penundaan | (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
Kepala Daerah. memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan.
(4) Ketentuan lebth lanjut mengenai tata cara
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran,

angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

(o))

BAB X BAB X Judul BAB X diubah dan
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN KEBERATAN DAN BANDING ketentuan Pasal 19
Bagian Pertama Pasal 21 disempurnakan dan diubah
Keberatan (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya | menjadi Pasal 21, kata
Pasal 19 kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas | “Kepala Daerah” diubah
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya suatu: menjadi “Bupati” dan ayat
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk a. SKPDKB; (7) dihilangkan
atas suatu: b. SKPDKBT,
a. SKPDKB; c. SKPDLE;
b. SKPDKBT; d. SKPDN,;
c. SKPDLB: (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
d. SKPDN, Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa | (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat,
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling tanggal pemotongan atau penmungutan
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat. tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika

pemotongan  atau  pemungutan  sebagaimana ~ Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka




dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di
luar kekuasaannya.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui disetujui Wajib Pajak
Wajib Pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan
(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda
oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau pengiriman surat keberatan melalui surat pos
tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
keberatan.
é@%&ﬂmﬁ%:e@%*
yangﬁtaﬁ%%waﬁbzmembemkamke{aaﬂgaﬂﬁeea%a
_tertulis-hal-halyang-menjadi-dasarpengenaanpajak:
Pasal 22 Pasal 23 Pasal 22 diubah menjadi
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding | (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan | Pasal 23 dan ditambah
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, | ayat (2) baru Pasal 23

pembayaran pajak atas jumlah yang telah dibayarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebuian untuk paling iama 24 (dua puluh
empat) bulan.

kelebihan pembayaran pajak atas jumlah yang telah
dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4) dlkembahkan dengan d|tambah lmbalan
bunga sebesar 2% {dua persen

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKPDLB.

Raperda dihilangkan

Bag*amKet#ga
Gugatan
Rasal23
“ ):@ug:a@&aﬁ:d*a}ukaﬂﬁecaﬁzte&ukszé@ia%a@@h@sa
kepa gadilan-pafaks
é%aw@%@a:uﬁtukﬁnenga}ukaﬁ:gugat%iemadap

(3}%aﬂgkazwaktu~um%meﬁqafukan~guga{aﬁ46rhadaﬁ
keputusan—lain—selain—gugatan—secbagaimana
dimaksud-pada--ayal-{2)-adalah-30-{tga-puluhy-has
sejak-tanggal diterimakeputusan-yang-digugat:




tidak—engikal -apabila—dangka-wakiu-dimaksud-tidak
dapat--dipenubi- Karepa—keadaan--digar—kekuasaan
penggugat

5—Perpanjangandangke—wakiu-sebagaimana dimaksud
pada-ayati{d-adalab=<4{empat belas)i-haridterhtung
sejak—berakhirnye—Kkeadaan—diuar-——kekuasaan
penggugat

B)—Ferhadap—1- (salu—pelaksanaan—penagihan—atau—t
tsatu)y-keputusan-diajukanHsaly-Surat-Cugatan

(4} Jangka-waktu dimaksud-—pada ayat+2) dan-ayat<(3) |
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Pembetulan,
Pembatalan,
Pengurangan
Ketetapan, dan
Penghapusan atau
Pengurangan
Sanksi Administrasi

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25
(1) Atas permchonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekelruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Kepala Daerah dapat:

a. mengurangkan  atau  tmenghapuskan  sanksi
aaministratif berupa bunga, denda, dan kcnaikan
pajak  yang terutang menurut peraturan

perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;

Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata cara

pengurangan atau penghapusan sanksi administratif

dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

" BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT,

(2)

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

tertentu dalam

Bupati dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenakan

naiak menurut  peraturan

P
perundangundangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannys;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD,;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tdak
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

\vrana tarit
yang terutang

e. mengurangkan ketetapan pajak  terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu
objek pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara
pengurangan  atau penghapusan sanksi | o

Ketentuan Pasal Qéiéyat
(2) ditambah




kelebihan
pembayaran dan
pemeriksaan

®)

“administratif dan ?engafgngé? ataU}:)ﬂaatieﬂanT
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
~ (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN
PEMERIKSAAN
Pasal 26

(1) Atas keleblhan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan  permohonan pengembalian kepada
Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.

(3) Kepala Daerah setelah melakukan pemeriksaan
menerbitkan:
a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar

ternyata lebih besar daripada jumiah pajak yang
terutang atau didakukan pembayaran pajak yang
tidak seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama
dengan jumlah pajak yang terutang

(4)y Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala
Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permochonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas ketertambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Pajak.

S —

— -

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN
PEMERIKSAAN
Pasal 26
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan pengembalian

kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian  kelebihan  pembayaran  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
(3) Bupati setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan:
a SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar
ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang
terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang
tidak seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama
dengan jumlah pajak yang terutang

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian  pembayaran  Pajak  dianggap
dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak
lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(6) Pengembalian  kelebihan  pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(7) Apabila pengembalian kelebthan pembayaran Pajak
dilakiikan  <etelah lewat 2 (dua) bulan  Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Pajak.

|

I

Pasal 726,7}35@7 27 dan

Pasal 28 kata “Kepala
Daerah” diubah menjadi
‘Bupati”




Pasal 27
(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah
sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:
a nama dan alamat Wajib Pajak;
b. masa pajak.
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. alasan yang jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak disampaikan secara fangsung atau melalui pos

Pasal 27

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati
sekurang-kurangnya dengan menyebutkan:

a. nama dan alamat Wayjib Pajak;

b masa pajak,

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak disampaikan secara langsung atau melalui

Kedaluwarsa
Penagihan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemerksaan
lapangan.

tercatat. pos tercatat.
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti | (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
~_permohonan diterima oleh Kepala Daerah. permohonan diterima oleh Bupati. o \ o
| Pasal 28 Pasal 28
(1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan | (1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Bupati
atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pemeriksaan kantor dan/atau pemeriksaan
lapangan.

BAB Xlli
KADALUWARSA

Pasal 29
Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika
Wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang
pajak.
Kedaluwarsa  penagihan  pajak
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak,

baik langsung maupun tidak langsung.

sebagaimana

3)

“)
R

_ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b |

BAB Xl
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 31 ‘
Hak untuk melakukan penagthan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali jika Wajib pajak melakukan tindak pidana di
bidang pajak.
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak,
baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a kedaliwarsa penagihan dihitung seiak tanagal
diterimanya Surat Paksa tersebut.

Pengakuan utang pajak secara langsung

Judul BAB XlIl diubah dan
ditambah ayat (3), ayat (4)
dan ayat (5) baru

|




()

adalah  Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang pajak dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang pajak secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal ...

(1)

(3)

Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan
Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

1

2.

Ditambahkan 1 (satu)

pasal mengenai
piutang yang tidak

dapat ditagih sesuai

Pasal 168 UU No.
Tahun 2009.

28

Urutan dan penunjukan

pasal
disesuaikan.

agar
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Ketentuan Pidana

(1)

(3)

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak

benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak bena
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak yang terutang.

lindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat

sehinaaa meruaikan
r sehingga merugikan

(1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

(1)

(2)

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak
menyampaikan SSPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan vyang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak
2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
Wajib  Pajak yang dengan sengaja tdak
menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
tcrutang yang tidak atau kurang dibayar.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 31 disempurnﬁan




BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan  sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti
dari  orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta |

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 35
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang |
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan |
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu

di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencar, dan mengumpulkan
keterangan mengenar orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di  bidang
perpajakan Daerah dan Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang  perpajakan Daerah dan
Retribusi:

e. melakukan penggeledahan untuk

mendapatkan bahan bukti pembukuan,
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melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
menyuruh  berhenti dan/atau  melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribusi;

memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi,

menghentikan penyidikan; dan/atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
sesuai  dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

| Tanggal Mulai

Berlakunya

| Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal %
Januar2043-

pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka |
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah dan Retribust;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah dan
Retribusi;

i, memanggil orang untuk didengar
keterangannya dan diperiksa  sebagai
tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

T han ]
\
\

Pasal .... -
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

1. Disempurnakan,
karena tanggal
berlakunya Perda
tidak dapat berlaku
surut.

| 2. Urutan

| disesuaikan_

dan

| penunjukan pasal agar
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pengundangan

| Penjelasan

Penetapan dan o

| Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 2010

RUSWANDI HASAN
Diundangkan di Brabasan
pada tanggal

2010
SEKRETARIS KABUPATEN MESUJI
Drs. AGUS SALIM, M.AP

Pembina Utama Madya
- NIP. 19550615 198011 1 003

PENJABAT BUPATI MESUJI,

Ditetapkan di Brabasan
pada tanggal 2011

PENJABAT BUPATI MESUJ!,

Diundangkan diBrabasan

pada tanggal 2011

SEKRETARIS KABUPATEN MESUJI,

15

Penetapan dan
pengundangan Peraturan
Daerah disempurnakan,
nama pejabat yang
menetapkan dan
mengundangkan tanpa
gelar, pangkat,NIP dan
tidak memakai garis
bawah.

Pada kalimat "UMUM” dan
kalimat “PASAL DEMI
PASAL” cantumkan angka
Romawi | dan Ii.

GUBER LAM

g

NG,

SJACHROEDIM Z.P.



